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PUTUSAN
Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Sidrap
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padangcengnga, 10 Januari 1988,
agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kab.
Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Brijaya,S.H., dan Andi Tungke,
S.H., Advokat yang berkantor di JI. Ganggawa No. 7, Kelurahan
Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten
Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 Yang telah diregister di
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor
314/SK/AD/X/2021/PA.Sidrap pada tanggal 11 Oktober 2021,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Marawi, 09 September 1988, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Gowa, Sulawesi

Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2021

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor
735/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 12 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari Selasa, tanggal 01 Januari
2008 M, yang bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1428 H, sebagaimana
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 07
Januari 2008;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat
tinggal menetap dirumah kediaman orang tua Tergugat selama + 2 (dua)
tahun lalu kemudian pindah menerap dirumah kediaman bersama hingga
gugatan cerai ini diajukan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan
suami isteri pada umumnya dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan
Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan yang bernama ANAK I,
usia 11 tahun dan ANAK Il usia 3 tahun yang saat ini keduanya berada
dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun
dan harmonis namun mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selain itu
pekerjaan Tergugat yang menjual barang psikotropika jenis sabu-sabu;
5. Bahwa akibat dari pekerjaan Tergugat tersebut hingga akhirnya Tergugat
pernah ditangkap dan ditahan selama 7 (tujuh) bulan lamanya namun
karena janji Tergugat akan merubah tabiat dan kebiasaan buruknya
sehingga Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan mabhligai
rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin tidak tentram
setelah anak kedua lahir 5 (lima) tahun yang lalu, kedekatan Tergugat
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dengan wanita lain yang menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup
lagi bertahan;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar tahun 2019, Kkarena
pekerjaannya yang selalu berkutat dengan pekerjaan haram hingga
akhirnya Tergugat ditangkap dan saat ini telah ditahan selama 3 (tiga) tahun
lamanya;
8. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang
tentram, rukun, harmonis sudah tidak tercapai antara kedua belah pihak,
hingga Penggugat merasa menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi
istri Tergugat dan sudah tidak dimungkinkan untuk dirukunkan kembali,
maka demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Penggugat
mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu
mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini
telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam
UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19
huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku
dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa sesuai dengan alasan yang telah terurai dimuka maka
dengan itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:
Primair :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba’'in sughra Tergugat TERGUGAT
terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku
Subsidair :
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Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa
hukumnya menghada ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Sidrap yang
telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara
Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat
dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan
Tergugat demi keutuhan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut, dan Penggugat
menyatakan ada perbaikan di dalam surat gugatannya yaitu perpisahan tempat
tinggal antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat dijatuhi
hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena
perkara a quo mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetaplah
dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan,
dengan nomor - tertanggal 07 Januari 2008, diberi meterai cukup,
distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi
kode P.1;

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor -,
diberi meterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh
Ketua Majelis diberi kode P.2;
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Bahwa berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan
tidak akan mengajukan alat bukti lagi;
Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan
oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sidrap dengan mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat
berkediaman di wilayah Kabupaten Sidrap, yang termasuk wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Sidrap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal
49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, Pengadilan Agama Sidrap berwenang secara absolut maupun secara
relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa Brijaya,S.H., dan
Andi Tungke, S.H., Advokat yang berkantor di JI. Ganggawa No. 7, Kelurahan
Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,
Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021
Yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor
314/SK/AD/X/2021/PA.Sidrap pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah menyebutkan
secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, dengan
menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak,
menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga

semua unsur tersebut telah terkumulasi dan telah sesuai dengan Surat Edaran
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Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
nomor 6 Tahun 1994. Di samping itu, surat kuasa tersebut juga dibubuhi
meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan
tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang
Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis
Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi
persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewalkili
kepentingan Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan,
Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149
ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian/mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian,
Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasehati Penggugat di
setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana
diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82
UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il him. 405 yang berbunyi:
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Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah
haknya”;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil
gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar
dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa perceraian maka Majelis
Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang
lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di
persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti surat yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih
dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan
kepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai legitima
persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan
secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai
kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)
merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870
KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu
pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan
berkualitas dalam mengajukan perkara (legitima persona standi in judicio);
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Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri
Pinrang dengan nomor -, yang mana putusan tersebut telah dibacakan pada
tanggal 05 Desember 2019 dan bukti tersebut telah dimeterai cukup dan dicap
pos;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara formil merupakan akta otentik
karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan sebagaimana tertuang
dalam ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2
ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, Majelis Hakim sependapat
bahwa bukti P.2 merupakan prima facie evidence (bukti utama) yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende), serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan
sebaliknya, adapun secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa orang
yang bernama TERGUGAT (Tergugat) dijatuhi hukuman pidana penjara selama
18 (delapan belas) tahun penjara dan pidana denda Rp1.000.000.000 (satu
milyard rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain
sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2008;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana dengan nomor putusan -
yang telah dibacakan pada tanggal 05 Desember 2019;

4. Bahwa isi putusan - Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 18
(delapan belas) tahun penjara dan pidana denda Rpl1.000.000.000 (satu
milyard rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Bahwa Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara sudah berstatus
sebagai suami Penggugat;

6. Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
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7. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

1)‘).._@‘\_&4:})“ ‘)1‘)*-@" Cae ol —“I'J-‘ )s_ﬂl h-__..aul'ib}nul}:uu‘ﬁj Jl]dl
Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan

agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami
telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan
pendapat dalam Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman 248 yang artinya : “Apabila
gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang
diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita
jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil
mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu
ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Januari 2008, dan
Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan
pidana denda Rp1.000.000.000 (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun, putusan tersebut dibacakan pada tanggal 05 Desember
2019, sehingga dengan itu terbukti bahwa pada saat putusan pidana penjara
yang dijatuhkan kepada Tergugat dibacakan, status Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhinya hukum pidana penjara kepada
Tergugat, maka baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat melaksanakan
kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut
di atas Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah
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sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah
tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan Pasal
pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal
pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, dan oleh karena
itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mun'amah,
S.H.l sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal,
S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
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tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah
Makkiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy Mun'amah, S.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag
Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,-
2. BiayaATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan . Rp 360.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
5. BiayaPenggandaan : Rp 10.000,-
5. Redaksi . Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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